
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA TANGERANG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tangerang dalam melaksanakan fungsi legislasi, 
pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak 

kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tangerang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1993  Nomor 
18,  Tambahan Lembaran Negara Nomor  3518); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 
 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota; 



 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4 ); 

16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 56); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG. 
 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 44 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 
44), angka 2. Uang harian dan angka 3. Uang Representasi 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran. 
 

 
Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 


